BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2045 TAHUM 2022
TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DAN/ATAU PAJAK RESTORAN TERHADAP
PELAKU USAHA YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN HIBURAN DAN
MENYEDIAKAN PELAYANAN MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rekomendasi atas evaluasi dari
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 khususnya terkait wajib
pajak restoran yang terindikasi menyelenggarakan kegiatan
hiburan dan untuk terciptanya pemungutan pajak yang
berkeadilan, Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor
650 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Hiburan dan Pajak
Restoran untuk Wajib Pajak yang Memiliki Beberapa Kegiatan
Usaha, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah tentang Pemungutan Pajak Hiburan
dan/atau Pajak Restoran Terhadap Pelaku Usaha yang
Menyelenggarakan Kegiatan Hiburan dan Menyediakan
Pelayanan Makanan dan/atau Minuman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);



Menetapkan

10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor
103, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 1020);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Restoran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25);

Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Nomor
Identitas Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 61023);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DAN/ATAU PAJAK RESTORAN
TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENYELENGGARAKAN
KEGIATAN HIBURAN DAN MENYEDIAKAN PELAYANAN MAKANAN
DAN/ATAU MINUMAN.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Dalam melakukan pemungutan pajak hiburan dan/atau pajak
restoran terhadap pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan
hiburan dan menyediakan pelayanan makanan dan/atau
minuman pada 1 (satu) tempat yang sama, mengacu pada
ketentuan sebagai berikut:

a. Jika pelaku usaha menyelenggarakan kegiatan hiburan dan
menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman pada 1
(satu) tempat yang sama dan masing-masing merupakan
kegiatan usaha utama, dilakukan pemungutan pajak hiburan
dan pajak restoran;

b. Jika pelaku usaha menyelenggarakan kegiatan hiburan sebagai
kegiatan usaha utama dan menyediakan pelayanan makanan
dan/atau minuman sebagai penunjang dari kegiatan usaha
utama pada 1 (satu) tempat yang sama, dilakukan pemungutan
pajak hiburan; dan

c. Jika pelaku usaha menyediakan pelayanan makanan dan/atau
minuman sebagai kegiatan usaha utama dan menyelenggarakan
kegiatan hiburan sebagai pendukung dari kegiatan usaha
utama pada 1 (satu) tempat yang sama, dilakukan pemungutan
pajak restoran.

Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, merupakan kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum
pada legalitas/akta pelaku usaha dan bertujuan komersial, sumber
pendapatan, atau menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha.

Dalam hal kegiatan usaha tidak dapat dinyatakan sebagai kegiatan
usaha utama karena tidak tercantum pada legalitas/akta pelaku
usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA maupun
dibuktikan dengan perizinan berusaha yang telah diterbitkan,
tetapi kegiatan usaha tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai
objek pajak daerah, maka dilakukan pemungutan pajak sesuai
dengan ketentuan perpajakan daerah.

Penunjang dari kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU huruf b, merupakan:

a. kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dari
kegiatan usaha utama;

b. kegiatan yang menghasilkan pendapatan tambahan bagi pelaku
usaha; dan

c. dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu atau
bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan usaha utama.

Pendukung dari kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU huruf ¢, merupakan:

a. kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran
kegiatan usaha utama;

b. tidak merupakan sumber pendapatan bagi pelaku usaha; dan

c. dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum
pelaksanaan kegiatan usaha utama.



KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Dalam mendukung pelaksanaan pemungutan pajak hiburan
dan/atau pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, terhadap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dilakukan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD) dan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD), dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaku wusaha yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU huruf a, diterbitkan 1 (satu)
NPWPD dan 2 (dua) NOPD untuk jenis pajak hiburan dan pajak
restoran,;

b. Pelaku usaha yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU huruf b, diterbitkan 1 (satu)
NPWPD dan 1 (satu) NOPD untuk jenis pajak hiburan; dan

c. Pelaku usaha yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU huruf ¢, diterbitkan 1 (satu)
NPWPD dan 1 (satu) NOPD untuk jenis pajak restoran.

Penentuan dasar pengenaan pajak dalam pemungutan pajak
hiburan dan/atau pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU, diatur sebagai berikut:

a. Dasar pengenaan pajak dalam pemungutan pajak hiburan dan
pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
huruf a, ditentukan sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang
diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara
hiburan; dan

2. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran
yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

b. Dasar pengenaan pajak dalam pemungutan pajak hiburan
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b, adalah
jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh
penyelenggara hiburan dan jumlah uang yang diterima atau
yang seharusnya diterima dari penyediaan pelayanan makanan
dan/atau minuman; dan

c. Dasar pengenaan pajak dalam pemungutan pajak restoran
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf c, adalah
jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya
diterima restoran.

Dalam hal pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU huruf a hanya menerima pembayaran dari penyediaan
pelayanan makanan dan/atau minuman, dasar pengenaan pajak
ditentukan sebagai berikut:

a. Dasar pengenaan pajak dalam pemungutan pajak hiburan
adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya
diterima dari penyediaan pelayanan makanan dan/atau
minuman pada saat terselenggaranya kegiatan hiburan; dan



KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

Tembusan :

b. Dasar pengenaan pajak dalam pemungutan pajak restoran
adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya
diterima dari penyediaan pelayanan makanan dan/atau
minuman sebelum adanya penyelenggaraan kegiatan hiburan.

Agar Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah dan Suku Badan
Pendapatan Kota/Kabupaten bersama Unit Pusat Data dan
Informasi Pendapatan melakukan pemutakhiran data dan
menerbitkan nomor identitas pajak daerah sesuai Keputusan
Kepala Badan ini.

Pada saat Keputusan Kepala Badan ini berlaku, Keputusan Kepala
Dinas Pelayanan Pajak Nomor 650 Tahun 2016 tentang Perlakuan
Pajak Hiburan dan Pajak Restoran untuk Wajib Pajak yang
Memiliki Beberapa Kegiatan Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2z Howmber zoz2

1. Pj.Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta



